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ABSTRAK 

 

Setiap tahunnya terdapat seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang bertujuan untuk 

mendapatkan tenaga kerja yang sesuai dengan bidangnya. Pada CPNS 2018, Badan 

Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang meminta salah satu 

CPNS yang telah lolos seleksi administrasi dan seleksi kompetensi untuk mengundurkan diri 

dari kedudukannya. Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui apakah BKPSDM 

memiliki kewenangan untuk meminta CPNS mengundurkan diri dari kedudukannya. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan secara yuridis normatif, hal penelitian menunjukan 

bahwa BKPSDM tidak memiliki kewenangan untuk meminta pengunduran diri dari CPNS. 

CPNS yang telah lolos seleksi dan tidak memenuhi persyaratan administrasi, bukan diminta 

untuk mengundurkan diri dari kedudukannya, akan tetapi seharusnya dibatalkan kelulusannya 

dengan melakukan pengumuman. Kewenangan untuk pembatalan kelulusan ini merupakan 

wewenang dari pada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Dalam menjalankan kewenangan 

pemberhentian CPNS yang tidak memenuhi persyaratan, PPK dibagi atas wilayah masing-

masing yakni pusat, provinsi, dan kabupaten / kota. BKPSDM dapat menjalankan 

kewenangan yang dimiliki oleh PPK apabila mendapatkan pelimpahan wewenang dari PPK. 

Sehingga apabila BKPSDM tidak menerima pelimpahan wewenang dari PPK daerah 

setempat, maka permintaan BKPSDM kepada CPNS untuk mengundurkan diri dari 

kedudukannya tidak dapat dilaksanakan. 
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ABSTRACT 

 

Every year there is a selection of Prospective Civil Servants (CPNS) which aims to obtain 

workers in accordance with their fields. In the 2018 CPNS, the Human Resources 

Development Personnel Agency (BKPSDM) requested one of the CPNS who had passed 

administrative and competency selection to resign from his position. The purpose of this 

research is to find out whether BKPSDM has the authority to ask CPNS to resign from their 

position. Based on research conducted normatively juridical, this research shows that 

BKPSDM does not have the authority to ask for resignation from CPNS. Civil Servants 

Candidates who have passed the test and do not meet administrative requirements, are not 

asked to resign from their positions, but their graduation should be canceled by making an 

announcement. The authority to cancel this graduation is the authority of the Personnel 

Management Officer (PPK). In carrying out the authority to terminate CPNS that do not meet 

the requirements, PPK is divided into their respective regions namely central, provincial, and 

district / city. BKPSDM can exercise the authority possessed by PPK if it obtains delegated 

authority from PPK. So if BKPSDM does not accept the delegation of authority from the 

local PPK, then the request of BKPSDM to CPNS to resign from its position cannot be 

carried out. 
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